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Sementara Pemerintah Kalu-
rahan Tirtohargo memberikan
solusi agar kedepannya warga
memanfaatkan sumber air dari
Penyediaan Air Minum dan Sani-
tasi Berbasis Masyarakat (Pam-
simas) dalam memenuhi kebu-
tuhan air bersih. Pamsimas ban-
tuan dari Kementerian PU lewat
Dinas PU ESDM DIY tersebut
sekarang tengah dikerjakan de-
ngan progres mencapai 90%.

“Khusus untuk Dusun Ka-
langan dan Karang itu hampir
semua sumur, airnya tidak layak
untuk dikonsumsi. Penyebabnya
karena airnya banyak mengan-

KEMBANGKAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN

RSUD Bantul Luncurkan 'Kersa Paseban’

KALURAHAN TIRTOHARGO DAPAT BANTUAN PAMSIMAS

Air Ratusan Sumur Warg Tak Layak Konsumsi

BANTUL (KR) - Mata air dari ratusan sumur di
Dusun Kalangan dan Karang Kalurahan Tirtohargo
Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, dinilai ku-
rang layak untuk dikonsumsi. Hal itu berdasarkan
hasil pengecekan laboratorium Puskesmas setempat.

dung zat kapur dan zat besi. Tapi
Alhamdulillah untuk tahun 2024
untuk kebutuhan air bersih Du-
sun Karang dan Kalangan ke de-
pan, kita sudah mendapat ban-
tuan dari pemerintah pusat le-
wat Dinas PU DIY sebanyak Rp
400 juta,” jelas Lurah Tirtohargo
Kretek, Sugiyanto, Rabu (11/9).

Dana tersebut untuk mengem-
bangkan Pamsimas di Tirtohargo
Kretek. ”Alhamdulillah sekarang
ini sudah berjalan mencapai
hampir 90% pipa terpasang un-
tuk Dusun Karang dan Ka-
langan,” ujarnya.

Artinya pipa pertama jalur

KR-Istimewa

Dinas PU DIY melakukan pengecekan program Pamsimas

di Tirtohargo Kretek Bantul.

utama sudah terpasang kemudi-
an baru disebarkan ke masing-
masing rumah. Nantinya kata
Sugiyanto, semua rumah ter-

jangkau air bersih, meski sejauh
ini baru sekitar 100 rumah ter-
sambung dengan jaringan air
bersih. Dengan angka tersebut,

sejauh ini masih kekurangan se-
kitar 300 kepala keluarga yang
belum mendapatkan air bersih
tersebut.

Sugiyanto berharap Dinas PU
Kabupaten Bantul dan Dinas PU
DIY bisa membantu agar tahun
depan di Kalurahan Tirtohargo
bisa terkoneksi jaringan sumber
air bersih. Sugiyanto mengung-
kapkan, merujuk data jumlah
sumur di dua dusun yang airnya
tidak layak konsumsi mencapai
200 titik. "Hampir kira-kira 200-
an sumur, karena perkepala
keluarga itu kan mempunyai
sumur sendiri-sendiri. Sebagian
sumur bor, sebagian sumur pakai
bis beton. Yang sumur bor itu
hampir semua tidak layak untuk
dikonsumsi,” ujar Sugiyanto.

Dijelaskan, ada Pamsimas air
tersebut tetap dikonsumsi kare-

na tidak ada sumber air lain.
"Kita baru mengetahui bila seki-
tar 200 sumur di Kalangan dan
Karang airnya tidak layak kon-
sumsi berdasarkan pemeriksaan
dari Puskesmas. Pada waktu itu
dicek lewat laboratorium dari
Puskesmas ternyata sumur-
sumur itu banyak mengandung
zat besi dan zat kapurnya. Maka
Kami mengusulkan untuk Pam-
simas untuk sumber air bersih.
Alhamdulillah direspon oleh pe-
merintah pusat lewat pemerin-
tah Yogyakarta,” ujarnya.
Pengerjaan sudah dilakukan
hampir 2 bulan, direncanakan
September ini nanti sudah meng-
alir. ”"Selama belum ada Pamsi-
mas warga yang dari Kalangan
maupun dari Karang itu airnya
dari sumur-sumur itu juga,” je-
lasnya. Roy)-f

Pemkab Bantul Komit Dukung Program ETPD

BANTUL (KR) - RSUD Panembahan
Senopati Bantul meluncurkan program
Kerjasama Panembahan Senopati Bantul
(Kersa Paseban). Program ini merupakan
aksi perubahan kerja sama sponsorship
yang bertujuan untuk mendukung pening-
katan pengetahuan dan atau keterampilan
serta pengembangan profesi tenaga kese-
hatan di RSUD Panembahan Senopati
Bantul. Program ini diinisiasi oleh Kepala
Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidik-
an RSUD Panembahan Senopati Bantul,
Harini Dewanti SSi Apt.

Menurut Harini, Selasa (10/9), Kersa Pa-
seban’ dilatarbelakangi belum terkelolanya
sponsorship bagi tenaga kesehatan untuk
kegiatan pengembangan kompetensi seba-
gaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan.

Tujuan dari program ini adalah terkelola-
nya sponsorship bagi tenaga kesehatan di
RSUD Panembahan Senopati Bantul se-
cara akuntabel dan transparan untuk men-

dukung pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM) yaitu 60 % karyawan men-
dapatkan pelatihan minimal 20 jam dalam
satu tahun.

Program ini hadir sebagai alternatif so-
lusi pengembangan kompetensi tenaga ke-
sehatan di RSUD Panembahan Senopati
Bantul yang meliputi pembentukan tim,
Focus Group Discussion (FGD),koordinasi
dengan stakeholders baik internal maupun
eksternal, penyusunan regulasi (Pedoman,
SPO, Naskah PKS), pembentukan Tim
Pengelola Sponsorship dan implementasi
program kegiatan ilmiah.

Mekanisme pemberian Sponsorship bagi
tenaga kesehatan yaitu harus melalui insti-
tusi dalam hal ini RSUD Panembahan
Senopati, tidak boleh diberikan secara lang-
sung kepada individu tenaga kesehatan
dan harus memenuhi beberapa prinsip
yang meliputi tidak boleh mempengaruhi
independensi tenaga kesehatan dalam
pemberian pelayanan kesehatan, tidak da-
lam bentuk uang atau setara uang.(Jdm)-f

BANTUL (KR) - Di era
digitalisasi saat ini, pelayan-
an publik yang cepat, efisien
dan aman menjadi suatu ke-
harusan. Karena itu Pem-
kab Bantul terus berkomit-
men untuk mendukung pro-
gram Elektronifikasi Tran-
saksi Pemerintah Daerah
(ETPD ) yang dicanangkan
oleh Pemerintah.

Bupati Bantul H Abdul
Halim Muslih, mengemuka-
kan hal tersebut pada acara
High Level Meeting ETPD,
launching bayar pajak de-
ngan Qris (Pakde Qris) dan
pengundian hadiah 39 sepe-
da motor dan grand prize 1
mobil bagi wajib pajak pelu-
nasan pajak bumi dan ba-
ngunan (PBBP2) yang dige-
lar di Ballroom Hotel Grand
Rohan Jogja, Rabu (11/9).

Menurut Halim, ETPD

menjadi bagian dari langkah
besar menuju transformasi
digital, yang tidak hanya
akan meningkatkan kuali-
tas layanan publik, tapi juga
mendorong  keterbukaan
dan akuntabilitas dalam ta-
ta kelola keuangan daerah.
Selain itu melalui pelun-
curan Quick Response Indo-
nesian Standard (QRIS) se-
bagai inovasi baru dalam
pembayaran pajak daerah.
“Saya berharap masyarakat
Bantul dapat membayar pa-
jak dengan lebih mudah,
cepat, aman, kapan saja dan
dimana saja. Ini adalah so-
lusi digital yang inklusif, di-
rancang untuk memfasilitasi
masyarakat agar lebih pa-
tuh dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan, seka-
ligus mendukung upaya
dalam meningkatkan Pen-
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Bupati Bantul melaunching program Elektronifi-
kasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

dapatan Asli Daerah (PAD),”
harap Bupati Bantul.
Kepala Badan Pengelo-
laan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul, Drs Trisna Manu-
rung MSi, menambahkan
tujuan inovasi Bayar Pakde
QRIS (Bayar Pajak dengan
QRIS) adalah untuk membe-
rikan kemudahan kepada

masyarakat dalam memba-
yar pajak daerah. Sedang-
kan manfaatnya adalah un-
tuk memberikan layanan
prima kepada wajib pajak
melalui implementasi tekno-
logi pembayaran digital be-
rupa QRIS. Pembayaran pa-
jak dengan QRIS bisa akses
melalui web pajakda ban-
tulkab.go.id. (Jdm)-f

SATPOL PP BANTUL MELAKSANAKAN PENEGAKAN PERDA

Menggelar Operasi Non Yustisi Dengan Pengawasan Usaha Panti Puat dan Sejemsnya

BANTUL (KR)- Birokrasi
pemerintahan akan berjalan
dengan baik dan benar apabila
para aparatur dan masyarakat
mengetahui, memahami, dan
mengimplementasikan peratu-
ran perundang-undangan da-
lam kehidupan berbangsa dan

merintah Daerah adalah meng-
atur penyelenggaraan keten-
traman dan ketertiban umum
di masvarakat berjalan secara
kondusif.

Berdasarkan fenomena ak-
hir-akhir ini1 ternyata banyak
situasi yvang sedikit mengga-
nggu kententeraman dan ke-
tertiban umum masyarakat di
wilayah Kabupaten Bantul. Sa-
lah satu dari situasi tersebut
adalah banyaknya aduan dari

raknya usaha salon, spa, panti
pijat, dan usaha lain yang se-
jenis yvang diduga untuk tran-
saksi tindakan asusila atau pe-
lacuran di dalamnya.

Dengan kondisi tersebut,
maka Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) Kabupaten
Bantul mempunyai tugas dan
wewenang membantu Bupati
dalam menyelenggarakan pe-
merintahan agar situasi di wi-
layah Kabupaten Bantul tetap
kondusif dan aman dan bersih
dari segala sektor usaha yang
“kotor” dan ilegal vang tentu-
nya akan merusak citra Kabu-
paten Bantul. "Sehingga sektor
usaha tersebut perlu dikenda-
likan dan diawasi ke depannya

bernegara. Salah satu peran Pe-

masyarakat terkait dengan ma-

agar berjalan sesuai Peraturan
Daerah vang ada," kata Kepala
Satpol PP Bantul, R Jati Bayu-
broto SH MHum.

Satpol PP Bantul juga telah
melakukan kegiatan pengawa-
san dan penertiban terhadap
usaha salon, spa, panti pijat
dan usaha yang sejenisnya. Ke-
giatan ini dilaksanakan secara
bertahap dan setiap tahap di-
pimpin langsung oleh Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kabupaten Bantul
R Jati Bayubroto SH Mhum.

Tahap pertama dilaksana-

kan pada 27 Agustus 2024 di wi-

layvah Kapanewon Kasihan.
Kegiatan ini menyasar 6 lokasi
usaha salon, spa, dan panti pi-
jat. Dalam pengecekan dan ins-
peksi oleh petugas Satpol PP
Kabupaten Bantul, dari 6 loka-
si tersebut ditemukan 4 tempat
ada izin melalui online atau
0SS (Online Single Mission)
atau daring dan 2 tempat belum
memilikiizin sama sekali.

Tahap ke dua, dilakasana-
kan pada 28 Agustus 2024 di
wilayah Kapanewon Sewon.
Ada 5 lokasi usaha salon, spa,
dan panti pijat vang disasar.
Hasil pengecekan dan inspeksi
oleh petugas dari 5 lokasi ter-
sebut semuanya berizin mela-
lui OSS secara online.

Tahap Ketiga dilaksanakan
pada 2 September 2024 di wi-
layah Kapanewon Sewon dan
Kapanewon Kasihan. Dalam
kegiatan kali ini ditargetkan
ada 9 Lokasi usaha salon, spa,

dan panti pijat dan setelah di-
lakukan pengecekan dari 9 lo-
kasi tersebut ada 3 tempat usa-
ha tidak dapat menunjukkan
berkas perizinan dan 6 tempat
usaha memiliki berkas perizi-
nan 0SS secara online.

Setiap tahapan dilakukan
edukasi kepada pemilik salon
atau panti pijat, bahwa untuk
izin tidak cukup melalui OSS.
Disampaikan bahwa perizinan
apa saja yang harus dipenuhi
agar usaha tersebut bisa berja-
lan dan legal, khususnyva peri-
zinan dari Dinas Kesehatan.

Bagi mereka yang tidak da-
pat menunjukkan berkas peri-
zinan secara lengkap, maka di-
lakukan tindakan penutupan
dan penghentian operasional
sementara oleh petugas yang

disetujuioleh pemilik usaha de-

ngan menandatangani Berita
Acara penghentian operasional
sampai dengan perizinan leng-
kap danlegal.

Selain itu petugas juga meng-
himbau agar dalam menjalan-
kan usaha untuk menjauhi po-
tensi atau peluang ke arah tin-
dakan pelacuran atau asusila
dan tetap menjaga situasi kon-
dusif dengan masyarakat se-
kitar tempat usaha.

Tahap terakhir dari kegia-
tan ini adalah dilaksanakan
acara sosialisasi perizinan ber-
usaha bagi usaha salon, spa,
panti pijat dan usaha sejenis-
nya pada tanggal 6 September
2024. Dalam acara ini dihadiri
oleh 20 peserta dari salon, spa,

Menertibkan tempat panti pijat

dan panti pijat yvang ditindak
dari kegiatan tahap pertama
sampai tahap ke tiga. Acara ini
dihadirkan narasumber dari Di-
nas Kesehatan Kabupaten Ban-
tul, Dinas Pariwisata Kabupa-
ten Bantul, dan DPMPTSP Ka-
bupateen Bantul, dan lang-
sung dibuka oleh Kasatpol PP
Kabupaten Bantul.

Menurut R Jati Bayubroto ,
kegiatan ini mengacu Peratu-
ran Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum, Dan Pe-

raturan Daerah Kabupaten Ban-
tul Nomor 5 Tahun 2007 ten-
tang Larangan Pelacuran di Ka-
bupaten Bantul.

Maksud dan tujuannya, yak-
ni agar pelaku usaha salon, spa,
panti pijat, dan usaha lain
vang sejenis menjalankan usa-
hanya sesuai dengan Peratu-
ran Daerah yvang ada. Baik da-
lam hal perizinan yang harus
lengkap dan tepat, namun juga
pelaksanaan kegiatan di da-
lamnya juga harus sesuai pe-
runtukannya. Tujuannya, mem-
berikan pemahaman kepada
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masyarakat tentang Peratur-
an Daerah mengenai Larangan
Pelacuran di Kabupaten Ban-
tul dan Peraturan Daerah me-
ngenal Penvelenggaran Ken-
tenteraman dan Ketertiban
Umum.

"Juga meningkatkan ke-
taatan masyarakat terhadap
Peraturan Daerah dan me-
ningkatkan ketaatan bagi per-
orangan atau badan usaha da-
lam hal perizinan berusaha se-
suai dengan peruntukannya,"
pungkas R Jati Bayubroto. (Jdm)
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Satpol PP Kabupaten melaksanakan operasi Non Yustisi
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Meminta keterangan kepada petugas pijat vang diduga melakukan
praktek asusila
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Memberikan pengarahan kepada pemilik usaha salon dan panti pijat.




